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PEMERINTAH I(ABUPATEN PE'I$!R'EtATAN
IIINAS PENI}IDTKAN I}AN KDBIII}AYAAN

|1. H.Agus Salim - Painan Telp [0756J 21602

suntrT pERItriltItrn PEI}IBEREH EtrtTUnil
DtrI$I EI.OKtrSI KHUSUS rISIK

IGEIATAH:

PEMBANGUNAN/RXHABITITASI GEDUNG DAN PENGA"DAAN

SARANA PRASARANA SEKOIAII MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

FEHEMIIAH 0AERAH MBUPATE}I ESI$R SBATA}I

dengan

IGPAU SEI(OI.AH SMRI S SIIIERA

Nomor : 2L ltvlSARpRAS/DAK.pSMp/SrilK/DpK-pS l2o2D
Tanggal : O2APRIL2O2O

PHa hari ini Kamis tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, KamiyanE bertanda tangan di
bawah ini :

: ELIDARIltrl.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

3. Alamat : Jl. H. Agus Satim - painan

Eertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
shnjutnya disebut PIHAK 2ERTAILIA

r. Nama

2. Jabatan

1. Nama

L Jabatan

3. Alamat

: RENY HIDAYAII,S.Pd

: Kepala UPT SMPN 3 Sutera

: Ampalu Sutera

Etindak dan atas nama lTiabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupag pesisir Setatan No.
EAV069/BKPSDM-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut qIHAK KEDUA,
t[lAl( PERTA].|A dan PI]I,AK IGDUA secam bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

-penuhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antam tain rnengamanafl<an :

) Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan tayanan dan
kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negarc tanpa diskiminasi;



NanorSPPB
Tangal

: 2WSARPRAS/D AKP SMPFIVx/OPK-PS2@C
: U2AWil2020

) Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai Gngan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, keerdasan intele6ual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

) Pasal46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakag

D Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kegiatan peningkatan prasamna pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota

metakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengatokasikan Dana Atokasi Khusus (DAK);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah temkhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memliiki sa!'ana prasarana pendidikan untuk
menunjang proses pernbelajaran yang teratur dan berkelanjutan Calam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkaEn prasarana pendidikan ditakukan oleh Panitia Pembangunan Sekotah secara s,wakelota
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1l Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 TentanE Petunjuk Operasional Pengjgunaan Dana Atokasi Khusus (DAK)
Hsik Bidang pendldikan Tahun Anggaran 2020;

6' Bahwa untuk peningkatan prasaftlna pendidikan disediakan anggarcn melatui Dokumen
Felaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah pelhma (DAK Reguler ZOZ0);

hFn ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengilot diri dalam suatu perjanjian pemberian

hst Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
&ryat-*yarat seperti dalam pasaFpasal di bamh ini :

fu Pafunj ian P e mbe r ia n B antuott



NotnorSPPB : 21/IYTSARPRAS/DAKPSMP/SNK/DPK-PSI2C20
TerygC : 02Api12020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

Perilnji,an ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

untuk mendanai kegiahn pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

Perhrna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan pftlsamna pendidikan sesuai dengan shndar nasional

pendidikan. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

Ganbar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

Perpnjian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

rnerryelesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN 3 Sutera yang

nndiputi :

1. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru,

Pasal 3

Jangka Waktu petaksanaan

i. Jangka waKu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O2O di

rekening PIHAK KEDUA.

z PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mutai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Mon Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK XEDUA.

3, &rnan kegiatan sebagaimana dimaksud datam Pasat 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

zEL

Pasal 4

Prinsip-prinsip pekedaan

lryfiuD dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L &naan dikerjakan dengan mekanisme sruaketola,

Z Enenpan asas efeKifitas, efisiensi, transparcnsidan akuntabilitas,

3. Fengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
,t- Optimallsasi kualihs pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

* Pqjeiicl PemWan gantuan



NanorSPPB : 2ffi/SARPRAS/DAKPSMP/flNADPK-PSQU2A
Tunggol : U2AVfl2020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PITIAI(PERTAMA:

a) l'lenyalurkan dana dengan segen ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

mdalui Satuan Kerja Perangkat Daemh dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan

ebagaimana dimaksud dalam pasa!3.

b) Berbrggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

l(abupaten.

g t'lemberikan bimbingan teknis dan/atau sosiatisasi dan/atau pendampingan petaksanaan DAK Bidang

hndidikan.

d) iGlaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiabn DAK Bidang pendidikan.

?. PIHAK KEDUA :

a) Berhnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
satuan peMidikan (Sekolah).

b) Mernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA.

d) Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

Banaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

r PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

h. PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK FisikTahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan Petunjuk Teknis
dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c- PIHAK KEDUA membuat laporan secara berkata mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

kepada PIHAK PERTAHA,

d- PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyenhlon kepada PIHAK PERTAI|A dokumentasi pekerjaan,

bporan kemajtnn pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e. PI}IAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengetuaran dalam buku kas serta
pelaporan keuangan dari hasil pekefiaan,

f- PIHAK NEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terl<ait dengan
pelaksanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buki setoran dan faktur paiak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan,

fua P e rj cnj ian Pe mb ilan B antuan



NanorSPPB : 2LIVTSARPMSPAKPSMP/$ tK/DPkPSnU\
Tanggal : A2April2020

gt PIllAl( IGDUA berkeruajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang

ftnrglen dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

h- PIllAl( XEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

Anggaran 2020,

L PII{AI( KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

FendiiJit<an Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

a- Bn pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

Failfrator yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

b. PIIIAI( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

k&nfitan pelaksa naa nnya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

t. DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada pIHAK

XEDUA sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Rehabilihsijamban siswa/guru = Rp. 50.000.000,-

Z HE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

hsd2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Rngffitran penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

I- T&ap I z 25oh (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s,wakelola setelah perjanjian ini

frandatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK pERTAitA,

2. Tdtap IJ z 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s,waketota apabila pekerjaan tetah
nencapai bobot 20olo (Dua puluh persemtus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progres kemajuan
pekrjaan,

3- T*ap III : 30% (liga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swaketota apabila pekerjaan telah
rrencapai bobot 659o (enam puluh lima perseratus), dilenglopi dengan dokumentasi dan progress

hrnajuan pekerjaan.

lW Paj af ian P e ufu r ion B antuon



NanorSPPB : 2UVfrARPMSDAKPSMP/$NK/DPk?SPA1
Tanggal : 02Apn12020

h'a pernbafaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

llarna Rekening :

t{ffiior Rekening : O404,O21O.0fO98-l

tfna Bank : Bank Nagari Kantor Kas Surantih

Pasal 1O

Force Majeure

L Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

dtindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

ahm, epidemik, peperangan, pemogoka n, sa botase, pem berontaka n/kerusuha n.

2- Apabila terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

PERTAMA secara teftulis selambat-lambatnya dalam kurun waKu 14 (empat belas) hari sejak

Erjadinya foroe majeure dengan dilengkapi buktitertulis;,ang dikeluai'kan oleh pihak benruenang.

3. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

rnaka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambi! keputusan, menyetujui

atau menolak permohonan dari PIIiAK KEDUA tersebut.

4. Apabila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang foi'ce majeure diterima/disetujui maka akan

dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L Apabila PIHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

digunakan untuk menambah volume atau sasarcn dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L Jika sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

L PIHAK IGDUA wajib membuat lapomn secan berkala mengenai pelalsanaan pekerjaan / kemajuan

pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

L PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

beserE kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

Lr D)d^ii* D^L-t^ D--.*
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Nomor SPPB
Tmrygal

: LIIV/SARPRAS/D AKPSMP/SYK/DPK-P52020
: 02 April2020

3. L+ran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PEITA!{/I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

geftrjaan, dilampiri antara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bulc, pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Br*ti setoran pajalq

d) efti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

kEtefltuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA
qr2m sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

knutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

nEngembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

PEI{UTUP

Enikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

rtggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

krnatereicukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUAY
Kepala UPT SMPN 3 Sutera

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

9od Peianjian Pemberian Bantuan


